
BUPATI LAMONGAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2OI4

TENTANG

UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SALINAN

BUPATI LAMONGAN,

: bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan operasional
sehari-hari pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014, serta
guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOT tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dipandang perlu
menetapkan Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2Ol4
dalam Peraturan Bupati.

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di
lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam
Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l2S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44ST)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a8a!;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523fl;
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO
Nomor 11O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6la\

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OlO
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5 165);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
20lt;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2oll tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3

Tahun 2OO2 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2OO2 Nomor 3/D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11

Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2OO7 Nomor 10/E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22
Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2OO7 Nomor 16lD);
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11

Tahun 2Ol3 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 20l4 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2OI3 Nomor 15);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 47 Tahun 2013
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2OI4 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2Ol3 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

MenCtAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelen ggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

5. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk
dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan
membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-
barang daerah.

6. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

7. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran f barang.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD,
adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dqan Asset Daerah
Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.
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10. uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum
Daerah.

1 1. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan
kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.

BAB II
PENETAPAN BESARAN

Pasal 2

Uang Persediaan digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan
operasional sehari-hari pada SKPD dan membiayai pengeluaran yang
tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS.
Besarnya Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dari besarnya seluruh alokasi belanja masing-masing SKPD
yang dicantumkan pada APBD Tahun Anggaran 2014.
Uang Persediaan ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :

UP = llL2 x lPlafond SKPD - a
Keterangan :

a : belanja tidak langsung (belanja gaji dan belanja tambahan
penghasilan serta belanja bantuan, hibah dan bagi hasil).

b : belanja langsung yang nilainya di atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) dibelanjakan melalui mekanisme LS pihak ketiga/non
pihak ketiga.

c : belanja pegawai pada belanja langsung.
d : belanja yang dilaksanakan secara swakeloia.
e : dikecualikan untuk perjalanan dinas boleh up/GU atau LS non

pihak ketiga.
(4) uang Persediaan yang dapat disimpan oleh Bendahara pada sKpD

ditetapkan sebesar Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), kecuali untuk keperluan Belanja Pegawai dan Perjalanan Dinas
dapat melebihi Uang Persediaan.

BAB III
BATASAN PENGGUNAAN

Pasal 3

(2)

(3)

Uang Persediaan hanya untuk
dilakukan langsung oleh Kepala
barang dan/atau jasa.

jenis pengeluaran yang
SKPD kepada pihak yang

Pasal 4

tidak dapat
menyediakan

(1) Uang Persediaan pada SKPD yang mempunyai unit-unit kerja dibatasi
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Dinas pendidikan
Kabupaten Lamongan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dan
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan.

(2) Unit-unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan perhitungan Uang Persediaan sesuai alokasi anggaran
yang menjadi kewenangannya yang selanjutnya berkoordinasi dengan
bendahara pengeluaran SKPD induk.

(3) Unit-unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengajukan Uang Persediaan kepada bendahara induk sKpD dan
selanjutnya pengajuan Uang Persediaan dari unit-unit kerja dimaksud
dilampirkan menjadi Uang persediaan SKpD induk.
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(4) Uang persediaan yang diajukan oleh unit-unit kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) setelah pencairan, maka bendahara
pengeluaran SKPD induk melakukan pemindahan rekening kepada

tendahara pengeluaran pembantu unit sebesar Uang Persediaan yang

diajukan.

Pasal 5

Uang persediaan d.apat dilakukan pengisian kembali apabila dana Uang
PersEdiaan telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh
lima persen) dari dana Uang Persediaan yang diterima.

BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Kepala SKPD wajib melaporkan kepada Kepala Daerah dan membuat
Surat Pertanggungjawaban melalui PPKD selaku Bendahara Umum
Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2Ol4

BUPATI LAMONGAN,
ttd,

FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2Ol4

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN

ttd,
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2OI4 NOMOR 3

sesuai dengan aslinya
Bagian Hukum,

MUHADJIR


